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PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun 2022 maka berakhir pula seluruh rangkaian
kegiatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi peradilan di tahun 2022. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan
yang baik (good governance), Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menyusun

Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2022.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam tahun 2022, yang meliputi bidang penanganan
perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana,dan teknologi

informasi, peningkatan pelayanan publik, serta pengawasan.

Maksud penyusunan Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
Mahkamah Agung Rl serta sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan
pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak

sangat diharapkan demi peningkatan kualitasdan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditahun

berikutnya.

/é,l(uala Tungkal, 03 Januari 2023
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BAB 1
PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi yang berdasarkan Pancasila. Dengan tugas
pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya dan tugas—tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki 13
Kecamatan sebagai wilayah hukumnya yaitu:

1. Kecamatan Tungkal Ulu

Kecamatan Tebing Tinggi

Kecamatan Batang Asam

& owom

Kecamatan Merlung

Kecamatan Renah Mendaluh
Kecamatan Muara Papalik
Kecamatan Tungkal llir

Kecamatan Seberang Kota

© ® N o v

Kecamatan Bram ltam
10. Kecamatan Betara

11. Kecamatan Kuala Betara
12. Kecamatan Pengabuan

13. Kecamatan Senyerang

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menetapkan sistem modernisasi manajemen
berbasis kompetensi dan Teknologi disertai Penetapan Kinerja yang terstruktur dan mengikat
ke dalam internal aparat agar memudahkan pencapaian hasil kerja yang dapat terukur,

terencana, terpola dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

VISI DAN MISI
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, dan inovatif, serta
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produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu pada visi Mahkamah Agung, serta
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menjawab berbagai tuntutan yang
berkembang baik dilingkungan pemerintah maupun dilingkungan masyarakat dan dengan
didasari analisis lingkungan internal dan eksternal, maka perlu dirumuskan visi organisasi
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang merupakan kesepakatan bersama mewujudkan kondisi
dan situasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang
akan dituangkan dalam rencana strategis. Oleh karena itu Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang Agung “.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dan menjelaskan mengapa
organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu
yang diemban atau dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Dengan adanya misi
diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan
dicapai di masa-masa yang akan datang. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya
mencapai visinya Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
4

Meningkatkankredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas
pokok untuk menyelesaikan perkara Tingkat Pertama di wilayah hukumnya, maka sebagai
kinerja utama dan kinerja pendukung untuk mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan
4 (empat) tujuan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam

5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

Laporan Pelaks Kegiaran Pengadilan Negeri Kuala Tunghal Tafinn 2022 2



Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mewujudkan visi dan misi tersebut harus
merumuskan strategi dan program yang terarah agar tujuan strategi tersebut dapat tercapai
dengan menjabarkan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasikan apa yang akan
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan
tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki,
dengan demikian perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dengan mengingat
tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Sesuai tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan rumusan
tujuan strategis menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Laporan Peliks Kegi, Pengaditan Negerd Kuala Tungkal Tabinn 2022 3



BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama
1.1. Keadaan Perkara Pidana
Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Keadaan Perkara Pidana Biasa
Keadaan perkara pidana biasa pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2022

No Bulan Sisa 2021 Masuk PHIE Sisa 2022 Ket.
2022 2022
1 Januari 24 10 23 11
2  Februari 10 6 15
3 Maret 12 10 17
4 April 27 12 32
s Mei 4 12 24
6 Juni 13 17 20
7 Juli 10 11 19
g Agustus 20 17 22
g September 12 12 22
10 Oktober 15 17 20
11 November 16 16 20
12. Desember 13 16 17
Jumlah 24 162 169 17

b. Keadaan Perkara Pidana Anak

Keadaan perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Az
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Tabel 2. Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2022

Sisa 2021 Masuk PHIYS Sisa 2022
2022 2022

1 Januari : 1 3 1

>  Februari 1 -

3  Maret 1 - 1

4 April 1 2

¢ Mei 2 3 7

¢ Juni ) .

7 Juli 5 3 5

g Agustus - ) ?

g September 1 5 1 1Divv
10 Oktober - - 1

11 November k 1 2

12. Desember 3 5 -

c. Keadaan Perkara Pidana Singkat

Keadaan perkara pidana singkat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Singkat Tahun 2022

Sisa 2021 Masuk R Sisa 2022
2022 2022
Januari
2 Februari - .
3  Maret 2 : 2
4 April . - .
5 Mei : 2 z
6 Juni R
7 Juli : - :
g Agustus -
g September . - -
10 Oktober z 2 .
11 November i : -
12. Desember = _ .

Laporarn Pelaksa
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d. Keadaan Perkara Pidana Cepat/Tipiring
Keadaan perkara pidana cepat/tipiring pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun

2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Keadaan Perkara Pidana Cepat/Tipiring Tahun 2022

Sisa 2021 i Fus Sisa 2022
2022 2022
1 Januari . - z -
2 Februari = 3 8
3 Maret 1 1 -
4 April . s 3
5 Mei . - .
e Juni . - i
7 Juli = 3 :
g Agustus 1 1 E
g September 7 ? f
10 Oktober ) ) i
11 November 1 1 4
12. Desember 3 3 F

e. Keadaan Perkara Pra Peradilan
Keadaan perkara pidana pra peradilan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun

2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Keadaan Perkara Pidana Pra Peradilan Tahun 2022

Sisa 2021 Masuk Sisa 2022
2022
1 Januari : - 5 :
2  Februari - - -
3  Maret 5 & 2
4 April z - .
5 Mei 2 2 :
¢ Juni 5 o 5
7 Juli 4 : Z

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilin Negeri Kuala Tunghal Taliun 2022
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f.

1.2.

g Agustus

g September

10 Oktober

11 November 1 1

12. Desember

Keadaan Perkara Lalu Lintas

Keadaan perkara lalu lintas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Keadaan Perkara Lalu Lintas Tahun 2022

Bulan Sisa 2021 Masik Sisa 2022
2022

1 Januari - 147 147 .
2 Februari 149 149

3 Maret 128 118 10
4 April 148 158

5 Mei 19 19 -
6 Juni 277 113 164
7 Juli 239 403

g Agustus 99 99

9 September 66 66

10 Oktober 115 115 =
11 November 10 10 x
12. Desember 79 79 .

Keadaan Perkara Perdata

Keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

d.

Laporin Pelaks

Keadaan Perkara Perdata Gugatan
Keadaan perkara perdata gugatan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 7. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2022

Bulan Sisa 2021 Sisa 2022
1 Januari 11 1 2 10
2 Februari 3 5 8
3  Maret 2 1 9
4 April . 2 7
5. ‘Mei 4 1 10
6 Juni 6 5 11
7 Juli 4 4 11
g Agustus 2 3 10
g September 3 4 9
10 Oktober 4 2 11
11 November 1 5 7
12. Desember 3 1 9

b. Keadaan Perkara Perdata Bantahan/Perlawanan/Derden Verzet
Keadaan perkara perdata bantahan/perlawanan/derden verzet pada Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Keadaan Perkara Perdata Bantahan/Perlawanan/Derden Verzet Tahun 2022

Putus
Sisa 2021 Sisa 2022
2022

Januari

o  Februari

3  Maret - 1 - 1
4 April _ i B
5 Mei & . - -
e Juni . ) . .
7 Juli : 3 : :
g Agustus . " 2

g September 2

10 Oktober . 1 . 1
11 November A g 2 1
12. Desember : i 1
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c. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana
Keadaan perkara gugatan sederhanapada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Keadaan Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2022

Masuk Putus
No Bulan Sisa 2021 Sisa 2022

2022 2022

1 Januari

2 Februari

3 Maret 3

- 3
4 April . 3 .
5 Mei 5 5 5
e Juni . .

7 Juli : ; Z
g Agustus - ‘ %

9 September

10 Oktober

11 November

12. Desember

d. Keadaan Perkara Perdata Permohonan
Keadaan perkara perdata permohonan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun

2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2022

Sisa 2021 Sisa 2022
1 Januari . 2 : 2
2  Februari 3 4 1
3  Maret 3 3 1
4 April 3 3 1
5 Mei 8 6 3
6 Juni 6 7 2
7 Juli 7 8 1
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g Agustus 11 8 4
g September 6 10
10 Oktober 11 10 1
11 November 4 5
12. Desember 2 2

Jumlah - 66 66

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2022

Jenis Perkara Sisa  Masuk Jumlah  Putus Sisa

2021 2022 Beban 2022 2022

1. Pidana 2 11 13 11 2
2. Pidana Anak - - -
3. Perdata - 4 4 4 =

JUMLAH 2 15 17 15 2

Penanganan Perkara Banding tahun 2022 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. PerkaraPidana
Penanganan perkara pidana banding tahun 2022 berdasarkan klasifikasi kejahatan
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 12. Klasifikasi Perkara Pidana Banding Tahun 2022

Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa
RLASIEIRAS! 2021 2022 Beban 2022 2022

Z
e

Pemalsuan surat

Kejahatan Kesusilaan - i R

Perjudian - - - - z

Kejahatan terhadap Nyawa - - -

Penganiayaan - 1 1 1

Kealpaan - - - -

Pencurian 1 2 3 2 1

Penggelapan - - - -

ol @2 Nl o] ] ) W] M

Penipuan - - - =

[y
=]

Merusak barang - - - i
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11. Kejahatan pelayaran - - - 5

12. Narkotika 1 6 7 7 R

13. Tindak Pidana Agama - - & = %

14.  Lingkungan hidup - - . a =

15. KDRT 5 5 - = G
16. Perlindungan anak - - . . -
17. Farmasi s 1 1 = 1
18. Lalu Lintas - 1 1 1 -

JUMLAH y) 11 13 11 2

b. Perkara Perdata
Penanganan perkara perdata banding tahun 2022 berdasarkan klasifikasi dapat dilihat
pada table sebagai berikut:

Tabel 13. Klasifikasi Perkara Perdata Banding Tahun 2022

Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa

KLASIFIKASI
2021 2022 Beban 2022 2022

Tanah

Perceraian ) R -

Harta Perkawinan - 5

Wanprestasi , . .

Perbuatan Melawan Hukum 3 3 3 3

Ganti Rugi

N| | G & W] M=

Lain-lain - 1 1 1

JUMLAH - 4 4 4 ;

Rekapitulasi amar putusan banding tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 14. Rekapitusasi Amar Putusan Banding Tahun 2022

JENIS KATEGORI AMAR PUTUSAN

. : et U Lt . JUMLAH
PERKARA MENGUATKAN MEMPERBAIKI MEMBATALKAN

1. Pidana 7 1 3 11

2. pidana Anak -

3. Perdata 2 1 1 4
JUMLAH 9 2 4 15
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3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
Keadaan perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2022

Jenis Perkara Sisa  Masuk  Jumlah  Putus Sisa

2021 2022 Beban 2022 2022

1. Pidana 11 3 14 11 3
2. Pidana Anak g . : : .
3. Perdata 3 4 7 4

JUMLAH 14 7 21 15 6

Penanganan Perkara Kasasi tahun 2022 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. PerkaraPidana
Penanganan perkara pidana kasasi tahun 2022 berdasarkan klasifikasi kejahatan dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Klasifikasi Perkara Pidana Kasasi Tahun 2022

KLASIFIKASI Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa

2021 2022 Beban 2022 2022

1. Pemalsuan surat - 1 1 1 -
2. Kejahatan Kesusilaan - - = : e
3.  Perjudian 1 - 1 1 -
4.  Kejahatan terhadap Nyawa 1 - 1 1 -
5.  Penganiayaan 1 - 1 1 =
6. Kealpaan - - - - 5
7. Pencurian 1 - 1 1 &
8.  Penggelapan - 5 i - -
9.  Penipuan - - = - 5
10.  Merusak barang - = - . E
11. Kejahatan pelayaran - - 5 = o
12.  Narkotika 6 2 8 6 7
13. Tindak Pidana Agama - - - - =
14.  Lingkungan hidup 1 - 1 - 1
15. KDRT - - - - z
16.  Perlindungan anak - s - - R

JUMLAH 11 3 14 11 3
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b. Perkara Perdata
Penanganan perkara perdata kasasi tahun 2022 berdasarkan klasifikasi dapat dilihat

pada table sebagai berikut:

Tabel 17. Klasifikasi Perkara Perdata Kasasi Tahun 2022

Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa

KLASIFIKASI
2021 2022 Beban 2022 2022

1. Tanah = z - s
2. Perceraian 1 5 1 " 1
3. Harta Perkawinan : 1 1 1
4, Wanprestasi .
5. Perbuatan Melawan Hukum 2 3 5 3 2
6. Ganti Rugi R
7. Lain-lain

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
Selama tahun 2022 ini tidak terdapat pengajuan perkara peninjauan kembali di Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal baik perkara pidana maupun perdata.

Tabel 18. Keadaan Perkara Tingkat PK Tahun 2022

Jenis Perkara Sisa  Masuk Jumlah  Putus Sisa

2021 2022 Beban 2022 2022

1. Pidana - 1 1 1

2. Pidana Anak - - - -

3. Perdata - 2 2 - 2
JUMLAH - K] 3 1 2
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B. PENYELESAIAN PERKARA
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Sisa Perkara yang diputus Tahun 2022

Sisa  Masuk Putus Sisa
SATUAN KERJA Tahun Tahun Tahun Tahun  Keterangan
2021 2022 2022 2022

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

. Pidana Biasa

. Pidana Anak 1diversi
. Pidana Cepat/Tipiring ) 6 6 -
. Pidana Pra Peradilan - 1 1 -
. Perdata Gugatan 11 33 34 9
. Bantahan/ Perlawanan - 2 1 1
. Gugatan Sederhana 2 3 3 -

. Perdata Permohonan - 66 66 -

JUMLAH 35 287 294 27

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling
lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedangkan untuk penyelesaian perkara pada Tingkat
Banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 20. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022

Putus Diputus Diputus  Diputus Diputus

Tahun >5
2022 4 Bulan 5 Bulan Bulan

SATUAN KERJA

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
1. Pidana Biasa
2. Pidana Anak
. Pidana Cepat/Tipiring
. Pidana Pra Peradilan
. Perdata Gugatan
. Bantahan/ Perlawanan
. Gugatan Sederhana

. Perdata Permohonan

JUMLAH 294 273 4 10 6

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali (PK)
Banyaknya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan
PK menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil
putusan pengadilan masih cukup tinggi. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK Tahun 2022

SATUAN KERJA Tidak Tidak

Banding Kasasi [lidaleR s

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
1. Pidana Biasa

2. Pidana Anak

3. Pidana Cepat/Tipiring

4. Pidana Pra Peradilan
5. Perdata Gugatan
6. Bantahan/ Perlawanan

7. Gugatan Sederhana

Rl
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8. Perdata Permohonan 66 66 -

JUMLAH 294 279 8 2

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi Tahun 2022
JUMLAH

MEDIASI MEDIASI DALAM

SATUAN KERJA PERKARA  oRuASIL GAGAL PROSES

MEDIASI

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)
mengatur persyaratan diversi yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang
menyebabkan kerugian yang nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi
setempat serta tindak pidana yang hukuman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun
dan memiliki rentang usia tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun berdasarkan UU
tersebut.

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022
JUMLAH JUMLAH

DIVERSI DIVERSI

SATUAN KERJA PERRARAL " PRMKARA - SERHASIL: - CAGAL

ANAK DIVERSI

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN )
Untuk mewujudkan peradilan yang modern, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

telah berkomitmen dengan menerapkan secara ketat, sungguh-sungguh dan terukur Program
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Akreditasi Penjaminan Mutu. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melaksanakan Program
tersebut sejak tahun 2017.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendapatkan penghargaan yang membanggakan, yaitu
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terakreditasi A (Excellent) dari

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Nowmor: TAPM. 183/ QMR | SERTIFIKAT/ 11 /2017 Badan Perudilan Umum
: 4 Mg TAPMLY L8 7 (JME / SIRTIIKAT / 3/ 2020
i Diberikan kepada : [ ’
|15 Sutman K 1 Pemgadtilun Negeri Kuala Tunghal Kelas If | k- Berdesarion heputwsan kemibe kepumnan Abroditond Prnbominen St
| Negesl | 2
| Alumat ¢ L Pood D S S 05, 50 sl Tenghal,fombi ] ]
Il upm { L& FENGADHLAN NLCUR] KUALA TUSNGEAL
i sabentend + “ A" (Excellent) j? siLas
Sertikat Akseditast Fenjaminan Mats Badan Peradilan Umasm ini ¥ Ry e
terhitemg Linggal 20 November 17 sampai dengan 20 Novesber 3020, 4 A" (Excellent)
1K demgm rencins avesmen sarveilan pada : 5 Seriih Akreditan Prnjarnings Masy Bikas Prrnbilon Lismes i dilakskin
’ L Mei2ois udon Lol wilep § ' -
, IL November 2018
HIL Mei 2009
Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mets
WAL
- — -

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal telah melakukan upaya-upaya perbaikan disegala unit. Menyikapi tuntutan tersebut
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terus giat melakukan pembenahan/ perbaikan sistem kerja
yang berdampak pada peningkatan efesiensi, efektifitas, serta produktivitas SDM aparatur yang
transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen
modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar
pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh
tersebut diperlukan langkah pembaruan dengan metode taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja pada Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan
Mahkamah Agung Rl di unit kerja peradilan Tingkat Pertama yang sekaligus merupakan

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional.
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1. Posbakum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pasal
1 ayat (1) menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu yang
tidak dapat memenubhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapat jasa layanan
posbantuan hukum adalah orang-orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama
perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Adapun bantuan hukum vyang dapat diterima meliputi menjalankan kuasa,
mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses
keadilan;

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hukum;

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di
seluruh wilayah Negara Indonesia; dan

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 25 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, bahwa jasa
bantuan hukum dapat diberikan oleh Posbakum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan
advis serta penyedia Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan
Terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiaya sendiri penasehat hukumnya.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Negeri Kuala Tungkal mendapatkan alokasi dana
sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum,

dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 24. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2022

REALISASI
ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL 24.000.000,-

1. Januari 2.000.000,- 22.000.000,-
2. Februari 2.000.000,- 20.000.000,-
3. Maret 2.000.000,- 18.000.000,-
4. April 2.000.000,- 16.000.000,-
5. Mei 2.000.000,- 14.000.000;-
6. Juni 2.000.000,- 12.000.000,-
7. Juli 2.000.000-  10.000.000,-
8. Agustus 2.000.000,- 8.000.000,-
9, September 2.000.000,- 6.000.000,-
10. Oktober 2.000.000,- 4,000.000,-
11. November 2.000.000,- 2.000.000,-
12. Desember 2.000.000,- 0,-

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan
baik yang dilakukan secara berkara maupun insidentil yang diperuntukan bagi masyarakat
yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan dengan alasan jarak,
transportasi, dan biaya.
Adapun tujuan pelaksanaan sidang pelayan terpadu/sidang keliling menurut Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling

pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syari’ah dalam rangka penerbitan akta

perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran adalah :

a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, dan

b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta
perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat

dan biaya ringan.

Untuk tahun 2022 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak melakukan sidang keliling.
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3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan
secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Adapun yang berhak
mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah
masyarakat tidak mampu (miskin) secara ekonomis dengan syarat-syarat yang telah diatur.

Adapun prosedur permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2004 tentang
petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yaitu :

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri,

2. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun
permohonan diajukan penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi
melalui meja | sebelum perkara didaftarkan dan deregister dan untuk permohonan
yang diajukan Tergugat/Termohon harus diajukan sebelum mengajukan jawaban
dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) vyang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara;

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga miskin (KKM),
Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin),
Kartu Program keluarga harapat (PKH) atau dokumen lainnya yang berkaitan
dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak
mampu, dan/atauSurat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani

Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk tahun 2022 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak mendapatkan alokasi dana

untuk kegiatan Perkara Prodeo.
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BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 mengalami
peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan
promosi.

Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
tahun 2022.

Tabel 25. SDM Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022

\(0 8 NAMA JABATAN
1, SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. Ketua
2. ANDI MADDUMASE, SH. Panitera
3 ADRI HELVER RONIARTA, S.E. Sekretaris
4. MAIRINO SUSTRA, S.Kom. Kasubbag PTIP
5. EDI SANTOSO, S.H. Panitera Muda Perdata
6. FEBRI DWI SAPUTRA, S.H Panitera Pengganti
7 IRIYANTO,S.H. Kasubbag Umum dan Keuangan
8. YULLI ROPIKA HASNITA, S.H. Panitera Muda Hukum
9. RAFLI FADILAH ACHMAD, SH.MH. Hakim Pratama Muda
10. PURNAMASAR], S.H. Kasubbag Kepegawaian & Ortala
11. IRA OCTAPIANI, SH. Hakim Pratama Muda
12 RICHA SEPTIAWAN, SH. Hakim Pratama Muda
13.  AGNES MONICA, SH. Hakim Pratama Muda
14. YENI CHRUSTINE DEBORA, SH. Hakim Pratama Muda
15.  DEWI AISYAH, SH. Hakim Pratama Muda
16. HANDRI SAPUTRA, SH. Panitera Pengganti
17. FITRIYANTI, S.H Jurusita Pengganti
18. NORA, S.H. Bendahara Pengeluaran
19. BENNY RAMADHAN, SH. Jurusita
20. LISTIONO RAHMADI, ST. Pranata Komputer Ahli Pertamma
21 ABDUL HALIM Jurusita Pengganti
22.  SUPRIYADI Jurusita Pengganti
23. LUTHFIAH FARADILA, A.Md. AB. Arsiparis Pelaksana
24, BISMO JIWO AGUNG, SH.MH. CPNS
25.  TAHAN DANIEL SITORUS, SH. CPNS
26,  ALMIRA WAROSA, AAMd.AB. CPNS
27. HAMRONI PPNPN
28.  SUGIYONO PPNPN
29.  SOPIYAN PPNPN
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30.  SUHARTONO PPNPN
31.  ABDUS SOMAD PPNPN
32.  KIKIEMALIA PPNPN
33.  RINI MELATI PPNPN
34,  SUKARSIH PRANSISKA SARI PPNPN
35.  SYARULLAH PPNPN
36.  AHMAD PADILLAH, SH. PPNPN
37.  NANDA DWI NOVANSYAH, SH. PPNPN
38.  HENGKISAPUTRA PPNPN
B. Mutasi

Mutasi SDM pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 secara keseluruhan

sebanyak 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Mutasi Tahun 2022

JABATAN/SATUAN JABATAN/SATUAN
KERJA ASAL KERJA TUJUAN
1. ACHMAD USN]I, SH. Panmud Pidana PN Kuala Tungkal Panmud Pidana PN Bangko
2. ASNAWI, SH.MH. Panitera Kuala Tungkal Panitera PN Muara Bungo
3. M. NAJMI Panmud Perdata PN Kuala Tungkal PP PT Jambi
4, NURMALA SINURAT, SH.MH. KPN Kuala Tungkal WKPN Binjai

C. Promosi

Promosi SDM pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022 secara keseluruhan

sebanyak 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Promosi Jabatan Tahun 2022

] i A hata A . ABA A DR 0 i}
1. LISTIONO RAHMADI, ST. Staf Administrasi Pranata Komputer Ahli Pertama
2 LUTHFIAH FARADILLA, A.Md. AB. Staf Administrasi Arsiparis Pelaksana
3. EDI SANTOSO, SH. Panmud Hukum Panmud Perdata
4, YULLI ROPIKA HASNITA, SH. Panitera Pengganti Panmud Hukum
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D. Pensiun

Pada tahun 2022 ini terdapat satu orang pegawai yang memasuki masa purnabakti

(pensiun) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, seperti pada tabel berikut:

Tabel 28. Pensiun Tahun 2022

ISKANDAR

Februari 2022

E. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Daftar SDM pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengikuti diklat pada tahun

2022 adalah sejumlah 11 (sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Diklat Tahun 2022

DIKLAT YANG

DIIKUTI

TANGGAL

1. LISTIONO RAHMADI, ST. Latsar CPNS 31 Jan - 30 Apr 2022
2. LUTHFIAH FARADILLA, AMd.AB Latsar CPNS 31 Jan - 30 Apr 2022
3. RICHA SEPTIAWAN, SH. Diklat Teknis Kemaritiman 14-26 Maret 2022
4, SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. Diklat Sertifikasi LH 11 April - 30 Mei 2022
5. SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. Diklat Teknis Narkotika 11-25 Juli 2022
6. TAHAN DANIEL SITORUS, SH. Latsar CPNS 15 Ags - 25 Nov 2022
7. ALMIRA WAROSA, A.Md.AB. Latsar CPNS 15 Ags - 25 Nov 2022
8. BISMO JIWO AGUNG, SH.MH. Latsar CPNS 15 Ags - 25 Nov 2022
9. RICHA SEPTIAWAN, SH. Diklat Diskriminasi Gender 15-24 September 2022
10. IRA OCTAPIANI, SH. Diklat Diskriminasi Gender 15-24 September 2022
11. PURNAMASARI, SH. Diklat Manajemen ASN 6-28 Oktober 2022
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan  akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar
akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan
keuangan tentang realisasi anggaran. Pengelolaan anggaran yang dilakukan mengacu pada
asas-asas pengelolaan keuangan negara tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang keuangan negara.

Di lingkungan Mahkamah Agung, pengelolaan keuangan Negara didasarkan atas
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan
sebagai acuan dan gambaran berapa jumlah anggaran yang harus dibelanjakan dan berapa
jumlah pendapatan yang ditargetkan dalam setahun.

Pengelolaan DIPA dilingkungan Mahkamah Agung khususnya dibagi dalam 2 kategori
yaitu DIPA umum dan DIPA fungsional. DIPA umum dengan unit eselon | Badan Urusan
Administrasi (01) diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan pokok satuan kerja seperti
belanja rutin pegawai, belanja barang baik itu operasional maupun non operasional serta
belanja modal. Sedangkan DIPA fungsional dengan unit eselon | Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum (03) diperuntukkan untuk pembiayaan satuan kerja dalam penyelesaian

perkara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan.

1. Realisasi Anggaran DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)
Nilai pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
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Tabel 30. Realisasi Anggaran DIPA 01 TA. 2022

REALISASI REALISASI

SATUAN KERJA FAGLI(RE.) (Rp.) SISA (Rp.) %)

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

. Belanja Pegawai 2.878.744.000 2.870.206.713 8.537.287 99,72

. Belanja Barang 1.583.980.000 1.565.842.724 18.137.276 98,86
. Belanja Barang Penanganan Pandemi 11.200.000 10.355.000 845.000 92,46
. Belanja Modal 119.400.000 117.196.000 2.204.000 98,15

JUMLAH 4.593.324.000 4.563.600.437 29.723.563 99,36

2. Realisasi Anggaran DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)
Nilai pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 31. Realisasi Anggaran DIPA 03 TA. 2022

REALISASI

(Rp.) SISA (Rp.) SISA (%)

SATUAN KERJA PAGU (Rp.)

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Belanja Barang 95.500.000 90.950.000 4.550.000 95,23
Belanja Jasa 24.000.000 24.000.000 0 100

JUMLAH 119.500.000  114.950.000 4.550.000 96,19

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2022
meliputi kendaraan dinas, rumah dinas, dan sarana prasarana lainnya, dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas
Tabel 32. Daftar Kondisi Kendaraan Dinas

TAHUN KONDISI
PEROLEHAN

SATUAN KERJA RUSAK RUSAK

RINGAN BERAT
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
1. Jenis Kendaraan Roda 4

Station Wagon (Innova)

Station Wagon (Rush)
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Station Wagon (Pajero Sport)

. Jenis Kendaraan Roda 2
Honda Mega Pro
Honda Mega Pro
Honda Mega Pro
Honda Supra

Honda Supra

2012

0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 2

2. Rumah Dinas

Tabel 33. Daftar Kondisi Rumah Dinas

JOMLAH

SATUAN KERJA

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
. Rumah Dinas Ketua
. Rumah Dinas Wakil Ketua
. Rumah Dinas Panitera
. Rumah Dinas Sekretaris

. Rumah Dinas Hakim

KONDISI

RUSAK
RINGAN

RUSAK
BERAT

3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Tabel 34. Daftar Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

SATUAN KERJA JUMLAH

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

1. GEDUNG

Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua

Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris
Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan

Ruang Jurusita

KETERANGAN
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Ruang Sidang Umum 3
Ruang Sidang Anak 1
Ruang Arsip 1
Ruang Perpustakaan 1

Ruang Mediasi

Ruang Diversi

1
1
Ruang Tunggu Jaksa 1
Ruang Tahanan 2
Ruang Tahanan Anak 1
Ruang Posbakum 1
Ruang Barang Bukti 1
Ruang Tunggu Sidang 2
Ruang Tunggu Sidang Anak 1
Ruang Klinik 1
Mushola 1

Toilet 14

. FASILITAS PERKANTORAN
Komputer 31 B:21,RR:10
Laptop 31 B:17,RR:14
Infocus 2 B:1RR:1
PABX 1

Printer 15 B:2,RR:12

Mesin Fotocopy -

AC Window 8 RR:8
Faximile 1

Genset 1

UPS 6 B6

ccrv 1

Mesin absensi 1 Bl

AC Split 16 B:4RR:12
1" 3 B:1,RR:2
Scanner 2  B:l,RR1
Server 2

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1. Implementasi e-Court
E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara
online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,

dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.
E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan administrasi

perkara dan persidangan secara elektronik, dan merupakan implementasi dari Peraturan
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Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik, yang didalamnya disebutkan pengertian administrasi perkara
secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/
keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian
panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum
serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ agama/ tata
usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di
masing-masing lingkungan peradilan, sedangkan pengertian persidangan secara elektronik
adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang

dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Didalam aplikasi e-Court tercakup layanan sebagai berikut:
a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
c. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online); dan

d. E-Litigation (Persidangan secara Online).

Jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melalui

aplikasi e-court pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court

1. Perdata Gugatan 35 31 4
Perdata Permohonan 66 7 59

3. Gugatan Sederhana 3 - 3
JUMLAH 104 38 66

2. Implementasi SIPP
Peningkatan administrasi, transparasi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di
Indonesiamembutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal
tersebut dikarenakan datayang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam
suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung Rl untuk secara
efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia,mengawasi kinerja hakim dan staf
pengadilan lain, memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur

perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dantunggakan perkara,
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memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan, publik, dan media,dan
mendukung transisi menuju sistem yang terkomputerisasi.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan aplikasi berbasis web yang
dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh
Indonesia untuk memberikan layanan informasi perkara kepada masyarakat pencari
keadilan. Melalui SIPP dapat ditelusuri perjalanan perkara, mulai dari pendaftaran perkara
hingga perkara putus ataupun pengajuan upaya hukum.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Evaluasi
Implementasi SIPP untuk memonitoring SIPP di Pengadilan Tingkat Pertama. Evaluasi
Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal periode Januari 2022 s.d. Desember

2022 dengan Rasio Penyelesaian Perkara sebesar 92,37% dapat dilihat pada gambar
berikut:

KARA PADA SIPP LOKAL TAHUN 202

Gambar 2. Screenshoot Evaluasi SIPP Tahun 2022 pada Aplikasi Monitoring

3. Persidangan Online (Teleconference)
Sehubungan dengan merebaknya wabah covid-19 (Coronavirus Disease) sejak awal
tahun 2020 yang berakibat terhalangnya proses persidangan secara tatap muka di gedung
kantor pengadilan, maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 jo disposisi KMA 26 Maret 2020 atas
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memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 26 Maret 2020, yang berisikan
perintah untuk menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau
teleconference selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona,
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melaksanakan perintah tersebut dengan menyediakan
satu ruang sidang lengkap dengan sarana prasarana guna kelancaran persidangan secara
online tersebut.

Berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, rutan, dan juga kepolisian, persidangan
teleconference dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom berbayar, dan selama
menggunakan metode persidangan teleconference tahun 2022 ini Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal telah memeriksa sebanyak 192 (dua ratus satu) perkara.

Tabel 36. Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference Tahun 2022

Jenis Perkara Masuk Sidang

Tahun Teleconference
2022

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
1. Pidana Biasa 162 162 -
2. Pidana Anak 4 - 4
JUMLAH 166 162 4
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BABV
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya senantiasa
berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk
mewujudkan peradilan yang agung (Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang
dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak
Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035.

Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003,
guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan
peradilan secara utuh.

Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang
unggul (The Framework of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan
Yang Agung” yang dibagi kedalam 3 (tiga) fungsi yaitupengarah/pengendali (driver), sistem dan
penggerak (system and enabler) dan hasil (result).

Sebagai fungsi pengarah adalah area Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan, fungsi
sistem penggerak berada dalam area kebijakan-kebijakan pengadilan, sumber daya manusia,
sarana-prasarana dan keuangan, penyelenggaraan persidangan, kebutuhan dan kepuasan
pengguna pengadilan. Sedangkan fungsi hasil dalam area pelayanan pengadilan yang terjangkau,
kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court
excellence framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin
meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara
lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil Peradilan. Oleh
karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang
komprehensif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang
harus mendapat perhatian khusus adalah:

1. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan.

2. lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan
dipengadilan menjadi sulit diprediksi.

3. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur,

dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
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4. Minimnya kepercayaaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi Pendukung antara lain:

1. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparatur peradilan

yang belum merata.

2. Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan antara lain adalah belum adanya Standar

Pelayanan yang Baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya

perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelolaan keuangan.

3. Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana antara lain:

a.

Lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat yang berasal dari

pinggir kota.

. Gedung Pengadilan yang perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi keamanan maupun

kenyamanan.
Kemampuam mengelola sarana dan prasarana pengadilan belum memadai sehingga
berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan

masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.

. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara yang perlu

terus diupayakan perbaikannya.

Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat

secara baik.

4. Dalam hal pengelolaan teknologi informasi :

a.

Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang
diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna
pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistim pengelolaan Tl yang komprehensif
dan terintegrasi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas
dan fungsi disetiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya
peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Transparasi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu
diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses
informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat
peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu
mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan

sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.
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Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi
pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik
kepada pengadilan.

Sejak tahun 2017 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperoleh Sertifikat

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan sudah terakreditasi, dengan nilai A

(Excellent).

. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang biasa lebih dikenal dengan istilah PTSP merupakan
jawaban dari Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam hal memberikan Pelayanan
Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
terus menerus berupaya meningkatkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hadir sebagai jawaban terhadap kritik masyarakat
terhadap Pengadilan yang dianggap tidak terbuka (transparan) dan akuntabel.

Menanggapi hal itu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Herri Swantoro,
S.H., M.H. melalui Surat Keputusan Nomor : 77/DJU/SK/HM02.3/2/2108 tertanggal 26 Februari
2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri, dengan terbitnya keputusan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
berupaya menghadirkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal tersebut berguna untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan
yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau.

Pada meja PTSP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sendiri telah menempatkan 6 (enam)
orang petugas yang masing-masing memberikan pelayanan sebagai berikut:

- Pojok e-Court;

- Meja Layanan Perdata (Pelimpahan berkas perkara perdata);

- Meja Layanan Pidana (Pelimpahan berkas perkara/ Penyitaan/ Penggeledahan);

- Meja Layanan Hukum (Pengaduan/ Pembuatan Surat Keterangan);

- Meja Layanan Umum (Administrasi persuratan);

- Meja Informasi (Bagi pengunjung yang ingin mengetahui informasi persidangan);
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Berikut Gambar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal:

WAVAN ., T2zl SATU PR

Gambar 3. Meja Petugas PTSP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Selain pelayanan pada kantor, di tahun 2022 ini juga telah disediakan meja pelayanan
khusus pengguna layanan peradilan yang bertempat di Gedung MPP (Mal Pelayanan Publik)
hasil kerjasama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Dengan dibukanya titik layanan baru ini diharapkan masyarakat Kabupaten

Tanjung Jabung Barat semakin dimudahkan dalam mengakses kebutuhan administrasinya.

Gambar 4. Gedung dan Petugas MPP

Laporan Pelafsanaan Kegiatan Pengadilan Negers Kualia Tungkal Tatin 2022 34



C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Demi terwujudnya pelayanan yang prima maka setiap pengadilan harus melakukan
sebuah inovasi yang dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh

informasi maupun info perkara yang sedang berjalan.

Gambar 5. Aneka Inovasi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Setelah pada tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal membuat
beberapa inovasi diantaranya yaitu : Istimewa, Naruto, Sikumbang, dan Pojok Kerja, di tahun
2022 ini telah diciptakan inovasi berupa One Day Service.

Inovasi One Day Service ini berupa SOP yang dibuat bertujuan untuk mempersingkat
waktu agar pengguna layanan dapat segera menyelesaikan kebutuhannya hanya dalam satu hari
kerja. Sisi positif dari adanya inovasi ini dari diantaranya efisiensi waktu, tenaga, dan biaya
transportasi bagi pemohon, terutama bagi masyarakat yang wilayah domisilinya jauh dari Kota

Kuala Tungkal.
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Gambar 6. Inovasi One Day Service

D. PRESTASI
“Kerja Keras Tak Pernah Menghianati Hasil”, itulah pepatah yang tepat untuk
mengungkapkan hasil perjuangan dari seluruh komponen di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Di
tahun 2022 ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berhasil mendapatkan berbagai prestasi yang
membanggakan diantaranya :
1. Juara lomba video pendek pada peringatan HUT IKAHI Ke-69 Tahun 2022 kategori Best
Director;
2. Peringkat 1 Penilaian Website Pengadilan Negeri terbaik se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Jambi;
3. Peringkat 3 Pelaksanaan Delegasi Terbaik Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Jambi;
4. Peringkat 1 Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah dari KPPN Kuala Tungkal;
5. Peringkat 2 IKPA terbaik dari KPPN Kuala Tungkal;
6. Terbaik 5 Lomba Kebersihan Antar Instansi Pemerintah dalam rangka HUT RI Ke-77 dan HUT
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ke-57;
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PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA :

SDf/g{c(/{[im 6)?(9‘0?& Kuala Junglbal
PERINGKAT I

PENILAIAN WEBSITE PENGADILAN NEGERI TERBAIK SE-WILAYAH
HUKUM PENGADILAN TINGGI JAMBI

Gambar 8. Piagam Penghargaan Website Terbaik
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Gambar 9. Piagam Penghargaan Delegasi Terbaik

SERTIFIKAT =
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o ne

SATUAN KERJA PENGGUNA KARTU KREDIT
PEMERINTAH (KKP)

Gambar 10. Sertifikat Penghargaan Satker Pengguna KKP
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Gambar 12. Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan Kantor Antar Instansi

Laporan Pelafsanaan Kegiatan Pegaditin Negers Kualia Tunghal Tatiun 2022

39



BAB VI
PENGAWASAN

INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan
mengendalikan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dan dapat dilaksanakan dan berjalan
dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan-aturan yang berlaku. Pengawasan Internal adalah
pengawasan dari dalam lingkungan peradilan yang mencakup pengawasan melekat dan
pengawasan fungsional.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang
dilaksanakan secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya
secara prevetif dan represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efesien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan
pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawsan yang khusus ditunjuk dalam hal ini
dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pengawasan internal dilaksanakan
dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya.

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selaku pimpinan senantiasa melakukan
pengawasan intern yang bersifat rutin/reguler yang dalam hal ini sesuai dengan porsi
kerja/kegiatan masing-masing masalah pada teknis dan non teknis. Dalam mengintensifkan
fungsi pengawasan maka disusun Hakim Pegawas Bidang dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor W5-U3/1405/KP.01.2/7/2022, tanggal 04 Juli 2022
tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Humas, serta Hakim Pengawas dan Pengamat
(KIMWASMAT) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal Nomor W5-U3/1826/0T.00/8/2022, tanggal 22 Agustus 2022 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Meja Pelayanan

Terpadu (MPP).
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Tabel 37. Susunan Hakim Pengawas Bidang

PENGAWAS

JABATAN

BIDANG

1. Sangkot Lumbantobing, SH.MH. Wakil Ketua/ Koordinator Hakim
Hakim Madya Pratama Pengawas

2 Rafli Fadilah Achmad, SH.MH Hakim Pratama Muda Kepaniteraan Perdata

3. Ira Octapiani, SH. Hakim Pratama Muda Subbag Umum dan
Keuangan

4. Richa Septiawan, SH. Hakim Pratama Muda Kepaniteraan Hukum

5. Agnes Monica, SH. Hakim Pratama Muda -Kepaniteraan Pidana
-Wasmat

6. Yeni Chrustine Debora, SH. Hakim Pratama Muda Subbag Kepegawaian
dan Ortala

7. Dewi Aisyah, SH. Hakim Pratama Muda Subbag Perancanaan, T,
dan Pelaporan

Tabel 38. Susunan Hakim Pengawas PTSP dan MPP

PENGAWAS

JABATAN

BIDANG

1. Rafli Fadilah Achmad, SH.MH. Hakim Pratama Muda PTSP dan MPP
2. Dewi Aisyah, SH. Hakim Pratama Muda PTSP dan MPP
EVALUASI

Untuk mengukur hasil dari kinerja apakah meningkat atau menurun maka dilakukan
evaluasi. Evaluasi merupakan pengukuran akan evektifitas strategi yang digunakan dalam
upaya mencapai tujuan dari kinerja setiap instansi atau lembaga pemerintahan yang akan
menentukan hasil telah dicapai atau yang akan dicapai.

Evaluasi Program adalah suatu cara yang membawa kepada keputusan publik dengan
didasarkan kepada adanya pengetahuan mengenai masalah, keefektifan dari strategi
sebelumnya dalam mengurangi permasalahan, dan observasi terhadap keefektifan program
tertentu. Selain itu evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap output
program dan penilaian terhadap program yang diinginkan/tujuan.

Evaluasi program atau penelitian evaluasi antara lain bertujuan untuk:

e Perbaikan program

e Mendukung program yang sedang berjalan
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* Menyelidiki/mengaudit program untuk mencari dimana letak terjadinya kesalahan jika
program gagal
* Menghapuskan program jika program justru berdampak negatif

Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal evaluasi dilakukan melalui pengawasan dan
pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang. Seluruh hasil temuan dari pemeriksaan dan
pengawasan yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan susunan
dan format yang sistematis untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal.

Terhadap temuan-temuan tersebut atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak
lanjut, maka Hakim Pengawas Bidang merekomendasikan untuk menindaklanjuti hasil temuan
tersebut sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat
dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat diantisipasi dan terselesaikan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan evaluasi atas hasil

pengawasan bidang-bidang pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Adapun evaluasi tersebut

berupa Kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan rutin minimal 1 kali dalam sebulan untuk
mengevaluasi kinerja masing-masing bidang pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

2. Menindaklanjuti hasil temuan-temuan pengawasan bidang maupun PTSP.

3. Membuat kontrak kinerja terhadap setiap bidang sesuai dengan kesepakatan dalam

kontrak kinerja dan akan diberikan sanksi.

-
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BAB VII
PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 sebagaimana disampaikan di

depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan kegiatan di Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal sepanjang tahun 2022 ini. Selama tahun 2022 pelaksanaan tugas pada

Pengadilan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada umumnya sudah terlaksana dengan baik

dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan

berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal

pembinaan dan pengawasan.

1.

Penyelesaian perkara dalam tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sudah
berjalan dengan baik.

Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengalami peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelaksaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang
menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sudah dilaksanakan dengan baik.

Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik di Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah terakreditasi dan menerima sertifikat 1SO.
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah berupaya menghadirkan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP). Hal tersebut berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur,
dan terjangkau.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menggunakan e-Court yang merupakan bagian dari
upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. Secara garis besar e-Court terdiri dari
3 layanan utama yaitu e-Filling (pendaftaran perkara), e-Payment (pembayaran panjar
perkara), dan e-Summons (pemanggilan para pihak melalui saluran elektronik). Dapat
diartikan e-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk proses pendaftaran perkara
baik perkara gugatan ataupun permohonan, penyetoran biaya panjar perkara secara
elektronik, dan pemanggilan para pihak secara elektronik, nantinya jika terwujud sistem
e-Court tersebut proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi

lebih sederhana, cepat, biaya ringan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
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Transparansi di bidang keuangan baik DIPA 01, DIPA 03, dan keuangan perkara telah
berjalan dengan baik, dengan adanya laporan-laporan Pengelolaan uang perkara dan
realisasi DIPA yang diupload dan dapat diakses melalui website di Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal masih mengalami kendala antara lain:

1. Sumber daya manusia yang kurang mencukupi;

2. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang;

3. Gedung kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal belum sesuai dengan prototype;

4. Fasilitas kendaraan dinas sudah tidak layak terutama untuk roda dua yang dinilai sudah
berusia tua dan belum mendapatkan alokasi anggaran untuk belanja modal;

5. Fasilitas rumah dinas Hakim kurang, dan banyak rumah dinas yang tidak terpelihara
karena tidak cukupnya anggaran rehab rumah dinas;

REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang

peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka diperlukan:

1.

Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang
dibutuhkan

Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor, kendaraan dinas dan

rumah dinas.
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